
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 26 Tahun 2Al7 telah ditetapkan tugas, fungsi, uraian

tugas dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur

Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur

Nomor 19 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Ttrgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Sumatera Utara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
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Tambahan l*rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor

1103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a94;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor

58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL6 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Gubernur Nomor 38 tentang Susunan Organisasi

Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2Ol8 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 38 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN

TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA.



a
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BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 
1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah provinsi Sumatera Utara.
2' Pemerintahan Daerah adarah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DewanPerwak,an Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas_ruasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubrik Indonesiasebagaimana dimaksud dahm Undang_Undang DasarNegara Repubtik Indonesia Tahun lg4l-.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4' Kepala Daerah adalah Gubernur sumate rarJtara.5' Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut sekdaprovsu

adalah sekretaris Daerah provinsi sumatera Utara.6' Dinas adalah Dinas pemberdayaan Masyarakat dan DesaProvinsi Sumatera Utara.
7 ' Kelompok Jabatan Fungsional adarah susunan jabatanfungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memilikikeahlian d.an/ atau keterampilan tertentu, yang jenis dantugas serta personilnya ditetapkan dengan peraturan

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas
pasal 2

(1) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyaitugas meraksanakan urusan pemerintahan Daerahlkewenangan provinsi di Bidang Kesekretariatan,
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Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan

Kawasan Perdesaan serta tugas-tugas pembantuan.

(2) Dinas Pemberdayaa.n Masyarakat dan Desa,

menyelenggarakan fungsi :

penyelenggaraan perumusan kebijakan penataan desa,

kerjasama desa, lembaga keswadayaan, lembaga adat

dan masyarakat hukum adat sesuai dengan linglmp

tugasnya;

penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penataa.n desa,

kerjasama desa, lembaga keswadayaan, lembaga adat

dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup

tugasnya;

penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi penataan desa,

kerjasama desa, lembaga keswadayaan, lembaga adat

dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup

tugasnya;

penyelenggaraan pelaksanaan administrasi penataan

desa, kerjasama desa, lembaga adat dan masyarakat

hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;

penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai uraian tugas :

menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan umum

dan kepegawaian, program, akuntabilitas, informasi

publik dan keuangan;

menyelenggarakan perumusan kebijakan dalam

penataan sarana prasara.na pemerintahan desa,

keuangan dan aset desa, administrasi, produk hukum

desa dan peningkatan kapasitas;

menyelenggarakan perumusan kebiljakan dalam

kelembagaan dan kerjasama desa, perencanaan dan

evaluasi dan perlindungan masyarakat dan sosial

budaya;

menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang

pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,

pengembangan usaha ekonomi desa, pembangunan

a.

b.

c.

d.

e.

b.

c.

d.
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sarurna prasarana desa, sumber Daya Alam dan teknologi
tepat guna dan pemberdayaan masyarakat desa;

e. menyelenggarakan perumusan kebijakan dalam
pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan

perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana

kawasan perdesaan, pengembangan Sumber Daya Alam

kawasan perdesaan;

f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan

fungsinya;

g. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai

bidang tugas dan fungsinya;

h. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2) dan ayat (3),

Kepala Dinas dibantu:

a. Sekretariat;

b. Bidang Pemerintahan Desa;

c. Bidang Kelembagaan Desa;

d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa;

e. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagran Kedua

Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala

bidang urusar] umum dan kepegawaian,

akuntabilitas dan informasi publik dan keuangan.

(2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada

Sekretariat;

Dinas di
program,

lingkup
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b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat

struktural pada lingkup sekretariat, umum dan

kepegawaian, keuangan, program, akuntabilitas dan

informasi publik;

c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas dan

lingkup Sekretariat;

d. penyelenggaraan penyusunan progr€Lm kegiatan lingkup

Sekretariat;

e. penyelenggaraan pen1rusunan dan penyempurrraan

standar pelaksanaan administrasi perencanaan

keuangan, tlmllm dan kepegawaian, akuntabilitas,

informasi publik serta pelayanan umum;

f. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan,

umLrm, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar

yang ditetapkan;

g. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana

pembangunan jangka menengah dan tahunan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar

yang ditetapkan;

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

i. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

j. penyelenggaraan pelaporal dan pertanggungiawaban

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala

Dinas.

(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan

harmonisasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang

Pemerintahan Desa, Bidang Kelembagaan Desa, Bidang

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi

perencanaan dan program/ kegiatan Dinas;

c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan

program/ kegiatan kesekretanatan;
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d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan

administrasi keuangan;

e. menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian

administrasi anggaran belanja;

f. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan

administrasi keuangan ;

g. menyelenggarakan pen3rusunarl rencana strategis,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ), dan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah {LPPD) Dinas;

h. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan

ketatalaksanaan Dinas;

i. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan Naskah

Dinas, kearsipan dan pertelekomunikasian;

j. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan

pelayanan minimal Dinas;

k. menyelenggarakan pengadaan, pemelihataan, penataan,

pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan / peralatan kantor;

l. menyelen pen5rusunan bahan rarlcangan

pendokumentasian ketentuan peraturan perundang-

undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;

m. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan

kantor;

n. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan

jabatan fungsional;

o. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi,

monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

p. menyelenggarakan pengkoordinasian dengan unit kerja

terkait;

q. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal

Dinas;

r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
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s. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu

kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

t. menyelen ggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

Sekretaris dibantu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan pen1rusunan perencanaanlprogram kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. melaksanakan penJrusunan dan pengolahan data

kepegawaian;

d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan

pangkat, kenaikan gdi berkala dan pensiun pegawai,

peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta

tugaslijin belajar, pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan/ struktural, fungsional dan teknis;

e. melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan disiplin

pegawai;

t melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier

dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

g. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan

kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;

h, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan

dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;

i. melaksanakan perlrusunan bahan rancarlgan dan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
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j. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan,

pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;

k. melaksanakan penggandaan naskah dinas;

1. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-

rapat;

m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat,

pelayanan Lrmum, pelayanan minimal dan

pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan

barang tidak bergerak serta sistem Informasi Rencana

Umum Pengadaan (SIRUP);

n. melaksanakan penJfusunan rencana kebutuhan Sarana

dan prasarana pengumsan rumah tangga,

pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan

dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan

dan layanan kantor;

o. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan

monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

p. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan

Dinas.

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

sesuai bidang tugas dan fungsinYa;

r. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Sekreta.ris sesuai bidang tugas dan fungsinya;

s. melaksanakan pelaporan dan mempertanggungiawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Sub

Bagran Keuangan;

b. melaksanakan penJrusunan perencanaan/program kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;

c. melaksanakan penJrusu.nan bahan dan penyiapan

anggaran Dinas;

d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan

keuangan Dinas;

e. melaksanakan pen)rusunan pembuatan daftar gqii dan

tunjangan daerah;

f. melaksanakan pembinaan perbendaharaarL keuangan;
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g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan

pengelolaan teknis administrasi keuangan;

h. melaksanakan pembayaran gqii pegawai dan penghasilan

tambahan lainnya;

i. melaksanakan verifikasi keuangan;

j. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan

penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan;

k, melaksanakan pen1rusunan bahan evaluasi dan pelaporan

administrasi keuangan ;

1. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan

pegawai;

m. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas

pengawasan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

o. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya;

p. rnelaksanakan pelaporan dan mempertanggungiawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris.

(3) Kepala Sub Bagran Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Sub

Bagran Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

c. melaksanakan penJrLrsunan perencanaan program/

kegiatan kerja Dinas;

d. melaksanakan pen5rusu.nan perencanaan/program kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan

Informasi Publik yang meliputi Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa;

e. melaksanakan penJrusunan bahan Rencana Strategis,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ),

Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {LPPD),

dan Rencarra Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA);
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t melaksan akan pen5rusunan pengkoordinasian evaluasi

dan monitoring;

g melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem

informasi Pemberdayaan h[asyarakat dan Pemerintahan

Desa;

h. melaksanakan penyusunan pengelolaan data

pemberd ayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Sekretaris, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

l. melaksanakan pelaporan dan mempertanggungiawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan Desa

Pasa] 5

(1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan

pemerintahan Bidang Pemerintahan Desa.

(2) Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang

Pemerintahan Desa;

b. penyelenggaraan pemberian instruksi pelaksanaan tugas

dan lingkup Pemerintahan Desa;

c. penyelenggaraan pen5rusunan programlkegiatan lingkup

Pemerintahan Desa;

d. penyelenggaraan perumusan kebijakan Pemerintahan

Desa Skala Provinsi;

e. penyelenggaraan perumus€u1 kebijakan tugas-tugas

pembantuan Bidang Pemerintahan Desa;

f. penyelenggaraan perumusan kebijakan sarana prasarana

Pemerintahan Desa;

g. penyelenggaraan perumusan kebijakan Man4iemen

Pemerintahan Desa;
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h. penyelenggaraan perumusan kebijakan penataan Desa;

i. pelaksanaan perumusan kebijakan Penegasan dan

Penetapan Batas Desa;

j. penyelenggaraan perumusan kebljakan Administrasi Desa;

k. penyelenggaraan perumusan kebijakan kewenangan Desa;

l. penyelenggaraan perumusan kebijakan keuangan dan

aset;

m. penyelenggaraan perumusan kebljakan produk hulmm

Desa;

n. penyelenggaraan perumusan kebijakan pemilihan Kepala

Desa;

o. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengembangan

kapasitas aparatur Desa;

p. penyelenggaraan peftlmusan kebijakan Badan

Permusyawaratan Desa {BPD};

q. penyelenggaraan perumusan kebljakan penlrusunan dan

pendayagunaan data profil Desa/Kelurahan serta tingkat

perkembangan Desa;

r. penyelenggaraan perumusan kebiliakan database

dan/atau sistem informasi Desa;

s. penyelenggaraan perr-rmuszur kebijakan perkembangan

Desa (perlombaan Desa);

t. penyelenggaraan perumusan kebijakan bimbingan teknis

bidang Pemerintahan Desa yang tidak mungkin dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

u. penyelenggaraan perumusan kebijakan inventarisasi

Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;

v. penyelenggaraarl perumusan kebijakan pembinaan dan

pengawasan dalam penetapan pembiayaan Desa di

Kabupaten/Kata;

w. penyelenggaraan perumusan kebiliakan pembinaan dan

pengawasan atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan

Bupati / W alikota terkait Desa;

x. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

y. penyelenggaraan pemberian masukarl yang perlu kepada

Kepala Dinas, sesuai bidang tugas bidang dan fungsinya;
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z. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Pemerintahan Desa,mempunyai uraian tugas:

a. rnenyelenggarakan urusan Penyelenggaraan Pernerintahan

Desa skala Provinsi;

b. menyelenggarakan tugas-tugas

Pemerintahan Desa;

pembantuan bidang

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan sarana prasarana

Pemerintahan Desa;

d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan Manajemen

Pemerintahan Desa;

e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan penataan Desa;

f. menyelenggarakan Koordinasi Pembinaan/Fasilitasi

monitoring dan evaluasi serta pelaporan Penegasan dan

Penetapan Batas Desa;

g. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan administrasi

Desa;

h. menyelenga.rakan koordinasi, pembinaan/f,asilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan kewenangan

Desa;

i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan keuangan dan

aset Desa;

j. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan produk hukum

Desa;

k. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemilihan kepala

Desa;

1. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangall

kapasitas aparatur Desa/ Kelurahan;
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menyelenggarakar- koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan Badan

Permusyawaratan Desa {BPD};

merryelenggarakan koordinasi, pembinaanlfasilitasi,

monitoring, evaluasi, pelaporan Perr5rusunan dan

Pendayagunaan Data Profil Desa serta Tingkat

Perkembangan Desa;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaanlfasilitasi,

moaitoring dan evaluasi serta pelaporan database

dan/atau sistem informasi Desa;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan perkembangan

Desa (perlombaan Desa/Kelurahan) ;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan kebiLjakan

Bimbingan teknis Bidang Pemerintahan Desa yang tidak

mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota;
menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan inventarisasi

Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pengawasan dalam

penetapan pembiayaan Desa di Kabupaten/Kota;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penetapan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan

Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota terkait Desa;

menyelenggarakan Kegiatan Labsite Desa;

menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

menyelenggarakan pemberikan masukan yang perlu

kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

menyelenggarakan pelaporan dan perta:eggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas.

o.

p-

q.

r.

S.

u.

v.

x.
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(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu :

a. Seksi Penataan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;

b. Seksi Keuangan dan Aset Desa;

c. Seksi Administrasi, Produk

Peningkatan Kapasitas.

Hukum Desa dan

Pasal 6

(1) Kepala Seksi Penataan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa,

mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi

Penataan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;

b. melaksanakan Pemerintahan Desa u,rusan Penataan

Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Skala Provinsi;

c. melaksanakffiL pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta sarana prasarana Pemerintahan Desa;

d, melaksanakan pembinaanlfasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan pembentukan, penghapusan,

penggabungan dan perubahan status Desa menjadi

Kelurahan dan Kelurahan menjadi Desa;

e. melaksanakan pembinaanlfasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan kode dan register Desa;

f. melaksanakan pembinaanlfasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan Penegasan dan Penetapan Batas

Desa;

g. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring, evaluasi,

pelaporan Pen5rusunan dan Pendayagunaan Data Prolil

Desa serta Tingkat Perkembangatl Desa;

h" melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan database dan/atau sistem

informasi Desa;

i. melaksanakar' pembinaanlfasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan perkembangan Desa {perlombaan

Desa);
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j. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan Badan Permusyawaratan Desa

{BPD);

k. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pemerintahan Desa, sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai bidang tugas

dan fungsinya;

m. melaksanakan pelaporan dan mernpertanggungiawab kan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi

Keuangan dan Aset Desa;

b. melaksanakan Pemerintahan Desa/Kelurahan urusan

Keuangan dan Aset Desa skala Provinsi;

c. rnelaksanakan tugas-tugas pembantuan bidang

Pemerintahan Desa;

d. melaksanakan pembinaan/f;asilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan kewenangan Desa;

e. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan keuangan desa;

f. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan kekayaan milik/aset desa dan

hibah kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah

yang berskala lokal Desa;

g. melaksanakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan Alokasi Dana

Desa (ADD);

h. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan Pemberian Bantuan Keuangan

kepada Pemerintah Desa;

i. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan Pemberian Hibah kepada

Lembaga Desa dan/atau Pemerintah Desa;
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j.melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi Laporan Penyelen ggaraal: Pemerint ahan Desa;

k. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan inventarisasi Kewenangan

Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;

l. melaksanakan pembinaarr/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan atas penetapan Rancangan

Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Keuangan Desa;

m. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pengau/asan dalam penetapan pembiayaan

Desa di Kabupaten/Kota;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pemerintahan Desa, sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

o. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesrrai bidang tugas

dan fungsinya;

p. melaksanakan pelaporan dan mempertanggungiawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Pemerintahan Desa.

(3) Kepata Seksi Administrasi, Produk Hukum Desa dan

Peningkatan Kapasitas mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan pegawai pada linglmp Seksi

Administrasi, Produk Hukum Desa dan Peningkatan

Kapasitas Desa;

b. melaksanakan Pemerintahan Desa urusa.ra Administrasi,

Produk Hukum Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa

skala Provinsi;

c. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan Manajemen Pemerintahan Desa;

d. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan administrasi Desa;

e. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan produk hukum Desa;

f. melaksanaka:r pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan pemilihan Kepala Desa;
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g.melaksanakalrr pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas

aparatrrr Desa;

h. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan atas penetapan Raacangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan

Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Desa;

i. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala

Bidang Pemerintahan Desa sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

j. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai bidang trrgas

dan fungsinya;

k. melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Pemerintahan Desa sesuai standar yang ditetapkan"

Bagian Keempat

Bidang Kelembagaan Desa

Pasal 7

(1) Bidang Kelembagaan Desa mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam Kelembagaan dan Kerjasama Desa,

Perencanaan dan Evaluasi, dan Perlindungan Masyarakat dan

Desa Adat.

{2) Bidang Kelembagaan Desa menyelen fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang

Kelembagaan;

b- penyelenggaraan perumusan kebijakan tugas-tugas

pembantuan Bidang Kelembagaan Desa;

c. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi,

pembinaan/fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan tata laksana Kelembagaan Desa;

d. penyelen#asaarL perumusan kebijakan pendata-an dan

pen5rusunan database lembaga kemasyarakatan;

e. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi,

pembinaan/fasilitasi, supervisi dan pengawasan



19

penguatan lembaga kemasyarakatan meliputi lnmbaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) /l,embaga
Pemberdayaan Masyarakat {LPM} atau sebutan lain, PKK,

Karang Taruna, Posyandu, RT/RW, dan lembaga

kemasyarakatan lainnya;

f. penyelenggara€u. perumus€t"n kebijakan pembinaan/

fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa

dengan Pihak Ketiga;

g. penyelenggaraan perumusan. kebijakan peningkatan

kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan;

h. penyelenggaraan perumllsan kebijakan koordinasi,

pemhinaan/fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat;

i. penyelenggaraar: perumusan kebijakan koordinasi,

pembinaan/fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan fasilitasi perencanaan partisipatif dan

musyawarah desa;

j. penyelenggaraan perumusan kebijakan evaluasi

Kelembagaan Desa;

k. penyelenggaraar perumusan kebfakan penumbuh

kembangan sem€rngat kebersamaan dan

kegotongroyongan guna meningkatkan partisipasi,

kreatifitas dan kemandirian masyarakat;

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi,

pembinaan/fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pemberdayaan adat, masyarakat hukum adat

dan pengembangan sosial budaya;

m. perryelenggaraan perumusan kebijakan pembuatan

database pemberdayaan adat, masyarakat hukum adat

dan pengembangan sosial budaya;

n. penyelenggaraan perumusan kebliakan peningkatan

kapasitas pengurus lembaga/masyarakat adat;

o. penyelenggaraan perumusan kebijakan penguatan

paralegal, advokasi, mediasi masyarakat desa;

p. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepada Dinas,

sesuai bidang dan tugas dan fungsinya;

q. penyelengaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai bidang tugas dan fungsinya;
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r. penyelenggaraan pemberiar:- masukan yang perlu kepada

Kepala Dinas, sesuai bidang tugas bidang dan fungsinya;

s. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Kelembagaan Desa mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan tugas-tugas pembantuan Bidang

Kelembagaan Desa;

b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporaa ta,tz- laksana

Kelembagaan Desa;

c. menyelenggarakan pendataan dan penyusunarr. database

lembaga kemasyarakatan;

d. menyelenggarakan pembinaan/fasilitasi, supervisi, dan

pengawasa.n pengu atan lembaga kemasyarak atan meliputi

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga

Pemberdayaalr. Masyarakat (LPM) atau sebutan lain, PKK,

Karang Taruna, Posyandu, RT/RW dan lembaga

kemasyarakatan lainnya;

e. menyelenggarakan pembinaan/fasilitasi kerjasama antar

desa dan kerjasama desa dengan Pihak Ketiga;

f. menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengurus

Iembaga kem asyarak atan;

g. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan penguatan

kelembagaan masyarakat;

menyelengarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan fasilitasi

perencanaan partisipatif dan musyawarah desa;

menyelenggarakan evaluasi kelembagaan;

menumbuhkembangkan sema.ngat kebersamaan dan

kegotongroyongan guna meningkatkan partisipasi,

kreatifitas dan kemandirian masyaraka!

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan/fasilitasi,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan

adat, masyarakat hukum ad.at dan pengembangan sosial

budaya;

h.

1.

j.

k.
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l. menyelenggarakan pembuatan database pemberdayaan

adat, masyarakat hukum adat dan pengembangan sosial

budaya;

m. rnenyelenggarakan peningkatan kapasitas pengurus

lembaga / rnasyarakat adat;

n. menyelenggarakan penguatan paralegal, advokasi, dan

rnediasi masyarakat desa;

o. rnenyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsioy.;

p. menyelenggarakan pemberikan masukan yang perlu

kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

q. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban

pelaksanaan tugas darr fungsinya kepada Kepala Dinas,

sesuai standar yang ditetapkan.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" ayat (2) dan ayat (3),

Kepala Bidang Kelembagaan Desa, dibantu :

a. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa;

b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa;

c. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Desa Adat.

Pasa] 8

{1} Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa mempunyai

uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi

Kelembagaan dan Keryasama Desa;

b. melaksanakan tugas-tugas pembantuan Bidang

Kelembagaan Desa;

c. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan tata laksana lembaga

kemasyarakatan;

d" melaksanakan pendataan dan pen1rusurrarl database

lembaga ke masyarakatan ;

e. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, supervisi, dan

pengasrasan penguatan lembaga kemasyarakatan meliputi

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga
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Pemberdayaan Masyarakat {LPM} atau sebutan lain, PKK,

Kxang Taruna, Posyandu, RT/RW dan lembaga

kenaasyarakatan lainnYa;

f. naelaksanakan pembinaan/fasilitasi, rnonitoring dan

evaluasi serta pelaporan penguatan kelembagaan

masyarakat;

g. melaksanakan pembinaan/fasilitasi kerjasama antar desa

dan kerjasama desa dengan Pihak Ketiga;

h. melaksanakan peningkatan kapasitas pengurus lembaga

kemasyarakatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bid.ang Kelembagaan Desa, sesuai bidang trrgas dan

fungsinya;

j. melaksan akan pemberian masukan yffilg perlu kepada

Kepala Bidang Kelembagaan Desa, sesuai bidang tugas

dan fungsinya;

k. melaksanakan pelaporan dan nnempertangungiawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Kelembagaan Desa.

{2} Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa, mempunyai

uraian tugas:

a. melaksan akan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi

Perencanaan dan Evaluasi Desa;

b. melaksanakan pembinaan/fasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan fasilitasi perenc€rnaan partisipatif

dan musyawarah desa;

c. melaksanakan evaluasi kelembagaan;

d" melaksanakan permmbuhkembangan semangat

kebersamaarr dan kegotongroyongan guna meningkatkan

parlisipasi, krea ifitas dan kemandirian masyarakat;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kelembagaan Desa, sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

f. melaksan akan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Bidang Kelembagaan Desa, sesuai bidang tugas

dan fungsinya;
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& meld<sanakan pe)aporan dan mempertanggungiawabkan

pelaksan aan tugas dan fungsinya kepada Kepda Bidang

Ke.}'embegaalt Desa-

{3} Kepa}a $eksi Per}indungan Masyarakat dan Desa Adat

mernpuayai uraian Brgas :

a. rnel.aksana.kan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi

Perlisduiagac hlasyarakat dar: Desa Adat-

b" naelaksanakan pernbinaanffasilitasi, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan pemberdayaarr adat, rnasyarakat

hukum adat dan pengennbarrgan sosial budaya;

c, melaksanakan penJrusunan pedoman kebi$akaIl teknis

pemberdayaan ada! masyarakat hukum adat dan

peagembangan sosial budaYa;

d. melaksanakan pembuatan database pefilberdayaan adat,

masyarakat hukum adat dan peagembarrgall sosial

budaya;

e. melaksanakan peningkatal, kapasitas peflgurus

lemb aga / m asyarak at ad at ;

f. melaksanakan penguatan paralegal, advokasi dan mediasi

masyarakat desa;

g. melaksanakan fasilitasi pemberdayaarr lembaga adat,

masyarakat hukum adat dan sosial budaya;

h" melaksanakan pelaporan dan evaft:.asi kegiatan seksi

Perlindungan lVlasyarakat dan Desa AdaL

i. melaksanakan tugas tain yarrg diberikan oleh Kepala

Bidang Kelembagaan Desa, sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

"i" melaksanakan pemberian rnasukan yang perlu kepada

Kepala Bidang Kelembagaan Desa, sesuai bidang tugas

dan f,ungsinya;

k. melaksarrakan pelaporan rlan rrempertanggungiawabkan

peLaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Kelembagaa-n Desa"
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BagTan Keltma

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 9

Bidang Pembangunanr dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

rnempunyai tugas rnelaksanakan pelaksana"an kebijakan di

bidang pembinaan pe.ngelolaan pelayanan sosial dasar,

pengembangan usaha ekononai desa, Badan Usaha h{ilik Desa

(BUMDES|, pembangunan sarana prasarana desa,

pendayagunaan. sumber daya alam dan teknologr tepat guna,

dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembangunan da:r Pemberdayaan Masyarakat Desa,

menyelen fungsi:

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. penyelengga-raan perumus€ur kebijakan tugas-tugas

pembantuan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

c. penyelenggaraan perumusan kebflakan dibidang

pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,

pengembangan usaha ekonomi desa, Badan Usaha Milik

Desa {BUMDES}, pembangunan sarana prasarana desa,

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat

gunaserta pemberd ayaan masyarakat desa;

d. penyelenggaraan kebijakan di bidang pembinaan

pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengemb€agan usaha

ekonomi desa, Badan Usaha MiUk Desa (BUMDES),

pernbangunan sarana prasar€ma desa, peadayagunaan

sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta

pemberdayaan masyarakat desa;

e. penyelenggaraarr" pemberian bimbingan teknis dan

supenrisi di bidang pembinaarr pengelolaan pelayanan

sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, Badan

Usaha Milik Desa IBUMDES], pembangunan sarana

prasarana desa, pendayagunaan sumber daya alam dan

teknologi tepat guna serta pemberdaya,an masyarakat

desa;

tzl
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t. penyeler:ggaraan evaluasi dan pengau/asan di bidang

pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,

pengembangan usaha ekonomi desa, Badan Usaha Milik
Desa {BUMDES), pembangunan sarana prasara.na desa,

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologt tepat

guna serta pemberdayaan masyarakat desa;

g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

h. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Dinas, sesuai bidang tugas bidang dan fungsinya;

i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada KepaJa Dinas.

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdaya€m Masyarakat

Desa mempunyat uratan tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa;

b. menyelenggxakan fugas*tugas pembantuan Bidang

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c. merryelenggarakan pembinaan pelayanan sosial dasar,

pengemb€Lngan usaha ekonomi desa, Badan Usaha MiUk

Desa (BUMDES), pembangunan sarana prasarana desa,

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologr tepat

guna serta pemberdayaan masyarakat desa;

d. menyelen bimbingan teknis dan superrisi di

bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,

pengembangan usaha ekonomi desa, Badan Usaha Milik

Desa {BUMDES), pembangunan sarana prasarana desa,

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat

guna serta pemberdayaan masyarakat desa;

e. menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan di bidang

pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,

pengembangan usaha ekonomi desa, Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES), pembangunan sarana prasarana desa,

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat

guna serta pemberdayaan masyarakat desa;
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f. menyelen#arakafi pengawasan dan pendampingan desa;

g. menyelenggarakan penglajian dan pengembangan potensi

desa yang berkaitan dengan pemberd ayaan ekonomi

perdesaan;

h. merryelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

i. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Dinas, sesuai bidang tugas bidang dan fungsinya;

j, menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala

Dinas.

(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21 dan ayat (3),

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, dibantu :

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan

Sosial Dasar;

b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya

Alam dan Teknologi Tepat Guna;

c. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana.

Pasal 1O

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan

Sosial Dasar, mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial

Dasar;

b. melaksanakan tugas-tugas pembantuan bidang

Pembangunan dan Pemberd ayaar,' Masyarakat Desa;

c. melaksanakan penyiapan kebijakan di bidang

pengembangan kapasitas masyarakat desa, keda sama

dan kemitraan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan

dasar, kesejahteraarT. sosial, kesejahteraarL masyarakat

serta pengembangan akses informas i masy arakat;



{21

TV

d. melaksanakan pembenan birrl.bingan teknis dan supervisi

di bidang pengembangan kapasitas masyarakat desa,

kerja sarria dan kemitraan masyarakat de.sa, pengerolaan

petrayanar: dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan

masyarakat serta pengembangan akses informasi
masyarakat;

e. melaksanakan evaluasi dan pengawasan di bidang
pengembangan kapasitas masyarakat desa, kerja sarna

dan kemitraaa masyarakat desa, pengelolaan pelayaaan

dasar, kesejahteraan sosiaJ, kesejahteraan masyarakat
serta pengembangalr. akses informasi masyarakag

f- rnelaksanakan kebi$akan, pembinaan/fasilitasi, bimbingan
teknis, evaluasi darr pengaurasan ketahanan pallgan
perdesaan;

g, melaksanakan tugas lain yang diberikan oreh Kepala
Bidang Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat
Desa, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

h. melaksanakan pemberian masukan ya',g perru kepada
Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan

Masyarakat Desa, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

i. melaksanakan pelaporan dan pertaggungiawaban

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepara Bidang
Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala seksi Pengembangan usaha Ekonomi Desa, sumber
Daya AIam dan ?eknologi Tepat Guna, mempunyai uraian
t rgas ;

a- melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup seksi
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna;

b. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan
pengelolaaa kelembagaan Badan usaha Miuk Desa {BUM
Desa), pengembangan. Usaha BUMDES, perdagan"gan

desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi
masyarakat desa, pembinaan pengelolaarr su:aber daya
hutan, pertanian dan pertambangan, sumber d.aya air,
pertanahan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi
tepat guna;
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c. melaksalakan pembenan bimbingan teknis dan supervisi

dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan

Usaha Mitik De.sa {BUMDES}, pengembangan usaha

BUMDES, perdagangan desa, pernnodalan ekonomi desa

serta usaha ekonomi desa, pembiaaan

pengelolaan surnber daya hutan, pertanian dan

pertambangan, sumber daya air pertahanan dan maritim,

lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;

d. melaksanakan evalua.si dan peogawasan di bidang

pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha MiUk

Desa {BUMDES}, pengembangan usaha BUMDES,

perdagangan d.esa, permodalan ekonomi desa, serta usaha

ekonomi masyarakat desa, pembinaan pengelolaan

sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber

daya air, pertahanan dan marttim, lingkungan hidup serta

teknotogi tepat guna;

e. melaksaaakan kebijakan, pembinaan/{bsilitasi, bimbingan

teknis, evaluasi dan pengawasan lembaga keuangan

mikro;

f. melaksanakan kebiiakan, pembinaan/fasilitasi, bimbingan

teknis, evaluasi dan pengawas€m pengembangan ekonomi

produktif dan kreatif;
g. melaksanakan tugas tain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, sesuai bidang tugas dan fungsiry";
h. melaksanakan pemberian masukan yar,g perlu kepada

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

i. melaksanakan pelaporan dan mempertagungiawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Pembangunan dan Peberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana Prasarana, mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi

Pembangunan Sarana Prasarana;

b, melaksanakan kebilakan di bidang pembinaan

pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa,

transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektri{ikasi



79

desa, telekomunikasi desa serta pembinaan pengelalaan

sumber daya hutan, pertanian dan pefiambangan, sumber

daya anr, prrtanatran dan maritim, hidup,

serta teknologi tepat guna;

c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

dibidang sarana dan prasarana permukiman desa,

transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrilikasi

desa, telekomunikasi desa, pembinaan pengelolaan

sumber daya hutan, pertanian darr pertambangan, sumber

daya air, pertanahan dan nnaritim lingkungan hidup serta

teknologi tepat guna;

d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan d.i bidang

pembinaan peagelolaan sarzula dan prasarana

permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi

desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa, pembinaan

pengelotaan sumber daya hutan, pertanian dan

pertambarrgan, sumber daya air, pertanahan dan maritim,

lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;

melaksanakan kebliakan, pembinaan/ fasilitasi, bimbingan

teknis, evaluasi dan pengawasan pasar desa;

melaksanakan tugas lain ymtg diberikan oleh Kepala

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Bidaag Pembangunan dan Pemberdayaarl

Masyarakat Desa, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

melaksanakan pelaporan dan mempertanggungiawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Pembangunan dan Pemberd ayaarl Masyarakat Desa.

Bagian Keenam

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaa!

Pasal 11

(1) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas

melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan,

e.

ctb'

h"
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pemba:aglnar- sarana prai rana" kawasan perdesaan dan

pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan,

lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai

(DAS), kawasan hutan lindung, desa tertinggal-

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelen ggaraan pembinaan pegawai pada tingkup bidang

Pernbangunan Kawasan Perdesaan;

b- penyelenggaraan perumusan kebijakan tugas-tugas

penabantuan Bidang Peunbangunan Kawasan Perdesaan;

c. penyelenggaraan penrmusan kebi$akan di bidang

perencanaan pembangunan kawasan perd.esaan,

pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan

perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan

perdesaan, dan pengembangan sumber daya alam

kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan

pffid, Daerah Aliran Sungai {DAS}, kawasan hutan

lindung dan desa tertinggal;

d. perryelenggaraan kebijakan dibidang perencanaan

pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan

ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan,

pembanguna.n sarana prasarara kawasan perdesaan, datt

pengembangan sumber daya alatr> kawasan perdesaan,

lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran

Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

e" penyelenggmaan pemberian bimbingan teknis dan

supendsi dibidang perencanaan pembangunan kawasan

perdesaan, pembangunan ekonomi dan kerjasama

kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana

kawasan perdesaan, dan pengembangan sumber daya

alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaatl, kawasan

pantai, Daerah Aliran Sungai {DAS}, kawasan hutan

lindung dan desa tertinggat;

f. penyelenggaraan evaluasi dan pengawasan di bidang

perencanaan pembangunan kawasan perdesaan,

pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan

perdesaan, pembangunarl sarana pftl.sarana kawasan

perdesaan, dan pengembangan sumber daya a[atn
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kawasan perdesaaa, lingkun&an perdesaan, kawasan

pantai, Daerah Aliran Sungzu {DAS}, kawasan hutan

trindtrrg **lt desa tertr-uggal;

g, penye.trenggaraam tugas lain yang diberikan Ke.pala Dinas,

sesuai bidang t*gas dan fungsfuya;

h. penyelenggaraan pember'i.an ntasukan yang perlu kepada

Kepala Dirr*s, sesuai ttrges bidang dar: feargsirrya;

i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugas daa agsirrya kepada Kepala Dirras.

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perde$aan nnetnpunyai

tuaian tugas:

a" menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup

B.ida:rg Pernbanguna:a Kanrrasa:r Perdesaac,;

b. menyelengarakan tugas-tugas pembantuan Bidang

Pexaba*gunan Kawasan Perdesaan;

c. rnenyelenggarakan kebllakan di Bidang Perencanaan

Pembangr-raan Kawasan Perdesaa"ra, pembangunan

ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan,

penaba,:agrr:aan sararla prasaraaa kaurasa* perdesaarq dan

pengernbangan sumher daya alam kawasan perdesaan,

perdesaan, kawasan patltai, Daerah Aliran

Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

d, meayeleaggarakan pemher.ian bimb,ingan- tekais dan

supervisi di Bidang Perenca:raan Pembangunao Kawasan

Perdesaa:r, pembangu:an ekoaorni dan kerjasa:na

kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana

kawasaa perdesaan, daa surnher daya

aLam kawasan perd.esaan, lingkungan perdesaan, kawasan

pa-ratai, Daerah Aliran Sungai {DAS}" kawasa-n hutan

lindung dan desa tertinggal;

e" mer,ryelenggarakan evahlasi dan peagawasan di Bidang

Perencanaan Pembangunan Kanrasan Perdesaan,

pernba:rguna:r ekoaomi dan keqiasarrla kawasan

perdesaan, pembangunan sarana ptasarar:.a kawasan

perdesaar,l, darr pertgembacgan sumber daya alam

kawasan perdesaan, lirrgkungan perdesaan, kawasan

paatai, Daerah Alirarr Sungai {DAS}, kawasan hutan

lindung dan desa tertrngal;
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f. menyelengarakan fugas lilla yang dtbefikan Kepala

Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

g. nrenyelenggaralean pemberian masul<an yarrg perlu kepada

Kepala Dinas, sesuai bidang tugas bidang dan fungsinya;

h- menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban

atas peLaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepatra

Dinas-

{4} Untuk rnelaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dirnaksud pada ayat {1}, ayat {2} dan ayat {3},

Kepala Bidang Pernbangunan Kawasan Perdesaan:t dibantu :

a- Seksi Pembangunan Ekeinomi dan Kerjasarna Kawasan

Perdesaam;

b. Seksi Pecrbangunan Sarana

Perdesaan;

c" Seksi Peagem.bangan Sumber Daya Alam Kawasan

Perdesaan"

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama Kawasan

Perdesaan mempunyai uraian tugas:

melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi

Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama Kawasan

Perdesaan;

melaksanakan kebijakan di bidang analisa kebijakan

ekonemi kawasan perdesaan, pengembangan pusat

pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan

investasi, pe.nge.mbangan fasilitas usaha dan pemasarElll,

per:darnpingan manajemen dan teknis, penyiapan media

dan pembele-jaran dan kerja sama dam kemitraan serta

keserasian kawasan perdesaan;

melaksanakan birnhingan te.knis dan supe.rvisi di bidang

analisa kebllakan ekonomi kawasan perdesaan,

pengembangan pusat perfumbuhan ekonomi,

pengernb ar:,rgan permodalan da.n investasi, pengernbangall

fasilitas usaha dan pemasarari, pendampingan

manqjernen dan teknis, penyiapan media, pembelajaran

Prasarana Kaqrasan

a.

b.

c"
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dan ke4a sarna dan keriraitraan serta keserasian kawasan

perdesaan;

d. rmelaksanalcan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa

kebijakan ekononoi kawasan perdesaan, pengennbangan

pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan

dan investasi, pengernbanga:'r fasilitas usaha dan

pemasaran, pendampingan manajemen dan teknis,

penyiapa:a naedia dan pernbelqiaran, dan kerja sanxa dan

kemi.traan serta keserasian kanvasan perdesaarr;

e. neetraksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, sesuai bidang

tugas dan fungsinya;

f. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Bidang Pembangunan Kaurasan Perdesaar sesuai

bidang tugas darl fungsinya;

g" meta-ksanakan petaporan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kepala $eksi Pernbangunan Sarana Prasarana Kawasan

Perdesaan, memptlnyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan pegarrai pada tingkup Seksi

Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan ;

b, melaksanakan kebi$akan di bidang sarana dan prasarana

dan pengembangan sumber daya alam kawasan

perdesaan, Iingkungan perdesaan, kawasan pantai,

Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan

desa tentinggal;

c, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang

sarafla dan prasarana dan peagembangan Sumber daya

alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kanrasan

pantai, Daerah Aliran Suagai (DAS), kawasan hutan

lindung dan desa tertinggal;

d. melaksanakan evaluasi dan peagawasan di bidang sarana

dar, prasarar-ra dan pengernbangan sumber daya aJam

kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan

pantai, Daerah Atiran Sungai (DAS), kawasan hutan

lindung dan desa tertingat;
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e. melaksanakan fugas lain yal,l.g diberikan oleh K,epala

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaatr, sesuai bidang

fugas da* furgsinya;

f. r:nelaksanakan penoberian r:nasukan yang perlu kepada

Kepala Bidang Pembangunan l{awasan Perdesaac}', sesuai

bidang tugas dan fungsinYa;

g. rnelaksanakan pelaporan dan mempertanggungiawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepatra Bidang

Pembanguaan Kawasan Perdesaaa.

(3) Kepala Seksi Pengernbangan Sunnber Daya Alann Kawasan

Perdesaan mempunyai uraian tugas:

a" melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkrrp Seksi

Peagembangan Sumber Daya Alarn Kawasan Perdesaan;

b" melaksan akan kebijakan di Bidang Pengembangarl

Serrrber Daya Alam Kawasan Perdesaan, lingkungan

perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai {DAS),

kaurasan htltan lindung dan desa tertinggal;

c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang

Pengembangan Sumber Daya Atram Kawasan Perdesaan,

tingkunga.n perdesaam, kawasan pantai, Daerah Aliran

Sungai {DAS}, kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

d" melaksan akan evaluasi dan pengawasan di Bidang

Pembinaan Pengelolaan Pengernbangan Sumber Daya

Alam Kawasan Perdesaan, li::,gkungan perdesaan,

kawasa-n pantai, Daerah Alira:r Sungai (DASI, kaurasan

hutan lindung dan desa tertimggaJ;

e. raelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, sesuai bidang

tugas dan fungsinya;

f" melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai

bidang tugas dan fungsinya;

g. melaksanakan pelaporan dan mempertanggungiawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Pembangunan Kepala Perdesaan;
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BagSan Ketujuh

Kelompok J abatan Fungsi onal

Paml 13

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan

Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Provinsi

sesuai dengan keahtrian rnasing-masing;

Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri sejumlah tenaga

fuogsionatr yang dratur dan ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jurnlah tenaga fungsionatr sebagaimana dimaksud pada *yat

(2! ditentukan berda.sarkan kebutuhan dan beban kerja"

BAB TTI

TATA KEzuA

Pasal L4

Dalam noelaksarrakan trrgasnya Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan

sinkronisasi baik intern maupllxl arrtat Satuan Kerja/Unit

Organisasi lainnya sesuai tugas dan rnekanisme yang

ditetapkan;

Kepala Dinas wajib melaksanakan perrga$rasan dan

penebinaa,n terhadap bawahannya ma"si.ng-masing;

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam rnelaksanakan

tugas karena sesuatu hal, Sekretaris r:aelaksanakan tugas-

tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Apabila Se.kretaris Dinas berhalangar: melaksanakan

tugasnya karena sesuatu hal, nnaka Kepala Dinas

menghunjuk pejabat yang tela.h illemenl.lhi persyaratan untuk

melaksanakan tugas Sekretaris;

tu

tzl

(3)

f4'lYr
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{5} Apabila Kepala Bidang berhaTangan dalam melaksanakan

tugasnya karena sesuatu hal, Kepda Dinas menghunjuk

pelabat yarrg telah rnesrrenuhi

nnelaksanakan tugas Kepala Bidang;

persyaratan untuk

Apabila Kepatra Unit Pelaksana ?eknis berhalaegan dalarn

nnelaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Sub

Bagian Tata Usaha melaksanakat tugas-tugas Unit Pelaksana

Teknis sesuai ketentuan peraturar: perundang-undangan;

Apa.bila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dasr/atau Kepala

Seksi berhalangan dalam rnelaksanakan tugas karena

sesuatu ha}, Kepala Urrit. Pelaksana Teknis rnenghunjuk

pejabat yang telah rnemenuhi persyaratan untuk

melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau

Kepala Seksi;

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal

herhalangan melarksanakan tugasrrya, masing-rnasing pej abat

dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasaya kepada

pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungiawab,

sesu.ai ketentuan peraturan -undangan-

Pasal 15

Untuk kepentingan koordinasi pengendalian surat menyurat

maka :

Surat Dinas yang akan ditandatarrgani oleh Guberffiif, harus

melalui paraf koordinasi, Asisten Sekretaris Daerah dan

Sekretaris Daerah-

Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus

melalui paraf penanggungiawab Kepala Sub Bagian/Kepala

Seksi, Sekretaris dan Kepala Bidang,

{8}

b.
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BAB JV

KETENTUAN PENUTUP
n---1 a -72-\4t t1'

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2Ol7 tentang T\rgas,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Keria Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Proviasi Su:matec-:a t-trtara T.ahun 2O17 Nomor 261 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

keal'1?

Perafuraa Guberaur 'lai .mulai bedeku

diundangkan"

Agar cr-tie6! cirffig rce*g*tafttri'crya,

pengu:rda:ngam Peraturagl Gubenrr:r r*lt &e.ngac

data:n. Berita Daerah Prownsr Sufi!.a-ters- Utara-

pada faagqal

rse,rge!nr,,!tahkar}

rlelrte.Trrlnfttennva
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